GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 301 TAHUN 2022

TENTANG

BANK SEBAGAI TEMPAT REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING
PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur menetapkan bank
sebagai tempat Rekening Kas Umum Daerah, Rekening
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Bank sebagai Tempat Rekening Kas Umum Daerah,
Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
2453 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
573);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BANK SEBAGAI TEMPAT
REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN
REKENING PENGELUARAN DAERAH.

Menetapkan Bank sebagai Tempat Rekening Kas Umum Daerah,
Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Daerah yang
dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara
Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur
ini.

Nomor dan nama rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan penerimaan
dan/atau pengeluaran daerah sesuai dengan tanggal pembukaan
rekening atau sesuai perjanjian dengan bank bersangkutan.

Rekening penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil
yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas
Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari kerja
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
atau perjanjian dengan bank bersangkutan, dikecualikan untuk
rekening penerimaan dari Pemerintah Pusat.

Pembukaan dan penutupan rekening penerimaan dan pengeluaran
daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Nomor 1047 Tahun 2020 tentang Rekening Bank
sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah,
Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
ada tanggal 31 Maret 2022

R DAERAH KHUSUS
TA JAKARTA,

RAS 1D BASWEDAN

1 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan



Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Wakil Gubernur DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta

. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi DKI Jakarta

. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
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